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A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasio(sgbelumnya
bernama Departemen Pendidikan Nasional) secaraannelakukan reformasi
dan inovasi dalam sistem pendidikan nasional yaagalkkan pada peningkatan
mutu pendidikan dalam menghadapi transformasi datamgan di berbagai sisi
kehidupan. Kehidupan di abad ke-21 ditandai denparkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, liberalisasi ekonommaleatisasi, dan desentralisasi
mengharuskan  sistem pendidikan ~mengantisipasi darengimbangi
perkembangan tersebut. Pembangunan bidang pendidifi@kuskan pada
penataan Sistem Pendidikan Nasional dan meningk&tlkalitas elemen-elemen
di dalamnya. Output reformasi dan inovasi dalammipengunan bidang
pendidikan nasional berupa lahirnya sumber dayausianindonesia yang
mempunyai karakter kesanggupan (baca keunggulanymedapi tantangan dan
peluang yang ada. Salah satu komponen penting leaggmraan pendidikan
adalah pendidik, lahirnya Undang-Undang No. 14 nabk005 tentang Guru dan
Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 20@&ntg Standar Nasional
Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pdater untuk
merestukturisasi dan memperbaiki mutu pendidikhdohesia.

Urgensi peran pendidik dalam tata laksana sistdokasi dan bahkan
dalam pembangunan nasional adalah sangat pentiesaddran semacam ini

menyebabkan Pemerintah Jepang memberikan periiesan terhadap pendidik.



Setelah Negara Jepang hancur akibat bom tentar#uSpada tahun 1945, yang
difikirkan pertama adalah nasib para guru yangimsslamat, dan selanjutnya
mencetak guru-guru yang berkualitas. Michael G.laRulyang dikutip oleh
Suyanto dan Djihad Hisyam (dalam Sudrajat: 2008r@ngemukakan bahwa
“educational change depends on what teachers do and think”. Pendapat tersebut
menunjukkan bahwa perubahan dan pembaharuan s@@cdidikan sangat
bergantung pada peran pendidik, dengan kata laubpkan dan pembaharuan itu
tidak akan terjadi manakala pendidik tidak berfiden berbuat apapun. Oleh
karenanya penguasaan dan peningkatan kompetengpdratjdik menjadi titian
jalan menuju peningkatan mutu pendidikan.

Profesionalisme pendidik pada jenjang Sekolah D&SB) merupakan
titik sentral kualitas pendidikan. Pendidik protesl berarti memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelagehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuandpikan nasional (Pasal
28 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 20®%fesionalitas pendidik
tidak sekedar diukur dengan menguasai bidang ibaban ajar, dan metode, tapi
juga harus memiliki keterampilan tinggi dan wawadaas terhadap dunia
pendidikan serta mampu memahami, memotivasi dangoptimalkan potensi
anak-anak selaku subyek didik di sekolah dasaegtasi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kkampetensi sosial dalam
setiap pendidik menjadi landasan kuat bagi penge@man kegiatan

pembelajaran.



Profesionalisme pendidik secara konsinten menjadiahs satu faktor
terpenting dan tumpuan dari kualitas pendidikanndiRkk yang profesional
mampu membelajarkan murid secara efektif sesuajatekondisi yang ada. Oleh
karenanya Pemerintah menuntut agar setiap pendidikpu mewujudkan sikap
profesionalisme dalam peran mereka. Sehubunganadeng tersebut Menteri
Pendidikan Nasional menetapkan Permen Diknas Nd@drahun 2007 tentang
Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan sebagai bemtigkvensi pemerintah untuk
memacu kualitas pendidik pada semua jenjang pekaatdi

Program sertifikasi pendidik memberikan jaminanhaelap perbaikan
kinerja dan kompetensi pendidik dalam melakukanegakn mengajar dan
mendidik secara profesional. Tanpa sertifikasi,nakanyak orang merasa bisa
menjadi pendidik tanpa melalui pendidikan yang aiatkan. Anggapan bahwa
pekerjaan mengajar dapat dilakukan oleh siapa sag memiliki bekal
kemampuan materi yang diperlukan harus segeraudian. Hakekat mengajar
tidak sekedar transformasi ilmu semata tetapi agamunsur pedagogis sehingga
terjadi perubahan perilaku anak didik baik dalame&skognitif, afektif maupun
psikomotorik. Pendidik yang mengikuti program dSiaisi pendidik tersebut
diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratvagai barometer mutu.
Mereka yang telah mempunyai hak dan terutama yalog kertifikasi pendidik
merupakan kumpulan pendidik dengan kualitas tinggiprah pendidik
bersertifikasi menjadi cerminan bagi pendidik notiSieasi maupun calon-calon
pendidik. Pascasertifikasi pendidik harus menurgunkkualitagerformance yang

melonjak drastis.



Tujuan sertifikasi disamping meningkatkan kesejat@e guru terutama
adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Katdifkasi" dan "kompetensi”
haruslah berkorelasi, artinya pendidik yang teffdaasi adalah pendidik yang
kompeten, atau pendidik yang mempunyai kompetensiats tentu akan
tersertifikasi (Sunyoto, 2008:2). Jika korelasis&dut cukup signifikan, dapat
diprediksikan dalam kurun waktu tidak lama, muémgidikan di Indonesia akan
meningkat drastis. Indikatornya dapat dilihat dersur pendidik dan siswa. Dari
unsur pendidik, indikator adalah produktivitas daeativitas yang tampak dalam
pembelajaran. Pendidik bersertifikasi mempunyaiaképs pengetahuan, sikap,
dan keterampilan mengajar lebih tinggi dari padandpbk yang belum
bersertifikasi, sehingga pelayanan terhadap pesdidék semakin optimal,
keseriusan mengajar semakin tinggi, dan prestdajabesiswa pun meningkat.
Indikator pada siswa diwujudkan dengan adanya parashyaman belajar,
mengupayakan partisipasi aktif siswa, optimaligagensi individu, munculnya
keberanian mengekrepesikan karya, kemampuan bdifigkat tinggi bigh level
order thinking) yang bermuara pada prestasi belajar tinggi.

Akan tetapi ada pihak-pihak yang meragukan proggartfikasi pendidik
mampu meningkatkan kualitas pendidik. Program fdeasi pendidik yang
dilakukan melalui jalur portofolio, diklat, dan p#dikan profesi tidak mampu
menjadi penyaring kualitas guru, sehingga para idgngang telah lulus dari
program tersebut belum tentu bahkan bukan penggampandidik bermutu.

Di sisi lain, pendidik bersertifikasi belum menukfan perubahan

kapabalitas yang mumpuni sebagai manifestasi merididik. Mereka yang telah



lulus sertifikasi dan menerima tunjangan profesutmemenampakkan perbaikan
kinerja. Kondisi ini ditengarai karena kompetenang dimiliki oleh pendidik

khususnya jenjang SD yang bersertifikasi maupunsetifikasi tidak jauh

berbeda tingkatannya, sehingga sertifikasi pendidi&nggap tidak mampu
meningkatkan kompetensi pendidik tetapi semata-megiaberi label kelayakan
mengajar.

Baedhowi (dalam Solopos, 2009:1) memaparkan hasiveg yang
dilakukan di lima kota di Indonesia menunjukkanhwa guru pascasertifikasi
tidak menunjukkan grafik peningkatan dalam segi Betansi profesional.
64,36% guru responden masih stagnan atau tidakngiati kompetensinya.

Bila data ini sebagai cerminan miniatur kondisigidik SD di Indonesia,
sungguh sebuah ironi. Biaya besar penyelenggam@gran sertifikasi pendidik
dan pembayaran tunjangan profesi bagi yang luldaktiberdampak positif
terhadap peningkatan mutu pendidikan (pendidik $iDsksnya). Peningkatan
gaji pendidik tidak diikuti dengan peningkatan kizel aktor utama dalam
pembelajaran. Oleh karena itu program sertifikasidadik dan sistem remunerasi
yang diterapkan perlu disempurnakan.

Berdasarkan kondisi dan pemikiran di atas, dipagdaerlu untuk
melakukan penelitian untuk mengukur (1) tingkat betensi pedagogik dan
kompetensi profesional pendidik yang bersertifikdesn tidak bersertifikasi pada
jenjang sekolah dasar, dengan maksud untuk mengetaigkat perbedaan
diantara keduanya untuk kemudian mencari factaefalyang berkontribusi

terhadap perbedaan itu. (2) tingkat penguasaan émemg pedagogik dan



kompetensi profesional pendidik bersertifikasi pa@mjang sekolah dasar
menurut tahun kelulusan mereka pada program &esifiguru, hal ini ditujukan
untuk mengetahui mutu output sertifikasi pendidip tangkatan.

Hasil penelitian ini berfungsi sebagai pemetaarnagap kompetensi
pendidik sekolah dasar. Selama ini pemetaan diakukerbasis kualifikasi
pendidikan yang dimiliki, namun sekarang ini Keneeisin Pendidikan Nasional
harus mempunyai peta profil kompetensi setiap pikdi bawah naungannya.

Hasil pemetaan mempunyai makna kondisi, arah, daantkhan. Kondisi
menggambarkan kemampuan atau potensi kompetensiduna pendidik pada
ranah pedagogik dan profesional. Gambaran berdasatkndisi kemampuan
pendidik tersebut menjadi suatu kebutuhan bahkatutan untuk ditingkatkan
manakala tingkat kemampuan pendidik berada padkét rendah.

Keberadaan peta kompetensi pendidik pada jenjddaadedasar menjadi
patokan arah serta memberi memudahkan bagi Kemsnteendidikan Nasional
maupun instansi-instansi di bawahnya menyusun, emhgngkan, dan
menentukan strategi dan prioritas program bagi pandidik sekolah dasar dalam
kerangka pengembangan pendidik secara berkelanjatatinuous teachers
professional development), baik pendidik belum bersertifikasi dan utamanya
pendidik bersertifikasi.

Seluruh komponen bangsa berharap program sertifileslidik menjadi
terobosan cerdas dan solusi jitu menuju peningklatiahtas pendidikan melalui
perbaikan mutu pendidik. Pada gilirannya kepadeek@amasa depan generasi

dan bangsa ini sandarkan.



B. Rumusan Masalah

Penelitian tentang “Komparasi Kompetensi Pedagalzik Kompetensi
Profesional Pendidik Sekolah Dasar Berdasarkan idgian Sertifikat Pendidik
Di Provinsi Jawa Timur” mempunyai rumusan masakiiagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan tingkat kompetensi pedagtagikkompetensi
profesional pada pendidik bersertifikasi dan tidaérsertifikasi pada
jenjang sekolah dasar?

2. Bagaimanakah perbedaan tingkat kompetensi pedaglagikkompetensi
profesional antar pendidik pada jenjang sekolatardgang telah lulus

program sertifikasi pendidik menurut tahun kelalusnereka?

C. Pembatasan masalah

Pendidik pada jejang sekolah dasar mempunyai mEagatfoundament
bagi pendidikan karena mereka berperan sebagataketiasar bagi tumbuh
kembang potensi siswa, karenanya mereka harus nmgpkompetensi yang
mumpuni, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetdwegribadian, kompetensi
profesional, dan kompetensi sosial.

Penelitian ini dibatasi pada pengkajian tentang p&tensi pedagogik dan
kompetensi profesional pendidik sekolah dasar.

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinoleh segala profesi
tidak hanya pendidik. Sedangkan kompetensi pedkgazin kompetensi
profesional merupakan kemampuan prasyarat menjadirasg pendidik.

Keduanya berhubungan langsung dengan proses pganaeladi kelas,



laboratorium maupun lingkungan pembelajaran laiedd& kompetensi tersebut
teraplikasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaaayasi, dan tindak lanjut
pembelajaran. Kesuksesan pendidik melaksanakas tieya kewajiban di setiap
tahapan tersebut amat bergantung pada penguasagetemsi pedagogik dan

kompetensi profesional, ditunjang dengan penguagaakompetensi lain.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diklasifikasikan menjadi dua dmpok, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan gambzesar yang ingin
dicapai dari penelitian. Selanjutnya tujuan umunakdirkan ke dalam tujuan
khusus yang mencerminkan tujuan-tujuan spesifikaparasional.

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan ditajaan penelitian
ini-adalah:
1. Tujuan Umum:

a. Memperoleh gambaran perbedaan tingkat penguasaanpekensi
pedagogik dan kompetensi profesional pendidik kbgfikasi dengan
nonsertifikasi pada jenjang sekolah dasar.

b. Memperoleh gambaran perbedaan tentang tingkat peagn kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesional antar pendpbkia jenjang
sekolah dasar yang telah bersertifikasi menurutirtakelulusan mereka

pada program sertifikasi guru.



2. Tujuan Khusus
Mengacu kepada rumusan tujuan umum di atas, tujmanm pertama
dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu guna:
a. Memperoleh gambaran perbedaan kompetensi pedadagilprofesional
pendidik bersertifikasi tahun 2006 dengan nonslesst.
b. Memperoleh gambaran perbedaan kompetensi pedadagikprofesional
pendidik bersertifikasi tahun 2007 dengan nonslesast.
c. Memperoleh gambaran perbedaan kompetensi pedadagikprofesional
pendidik bersertifikasi tahun 2008 dengan nonslessst.
Rumusan tujuan umum kedua, dijabarkan menjadi tnughaisus, yaitu:
a. Guna memperoleh gambaran perbedaan kompetensi qugklagan
profesional antara pendidik bersertifikasi tah06&dengan 2007.
b. Guna memperoleh gambaran perbedaan kompetensi qugklagan
profesional antara pendidik bersertifikasi tahO6&dengan 2008.
c. Guna memperoleh gambaran perbedaan kompetensi qupklagan

profesional antara pendidik bersertifikasi tah082dengan 2008.

E. Kegunaan Pendlitian
1. Bagi Pendliti

Sertifikasi merupakan isu nasional yang banyak rapatperhatian dari
berbagai kalangan akademisi, praktisi, politisin daasyarakat umum. Peneliti
tidak ingin terjebak dalam perdebatan terhadaptiddinya perbedaan terhadap

kompetensi yang dimiliki pendidik pascasertifika®eneliti ingin mendapat bukti
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konkrit atas permasalahan tersebut. Oleh karengwereliti tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap perbedaan kompepedsigogik dan professional
pendidik pasca program sertifikasi guru, meskiptin tidak mewakili semua
wilayah geografis Indonesia.
2. Bagi Pendidik

Pendidik yang dinyatakan lulus program sertifikgaru tentu memiliki
kompetensi lebih dibandingkan para pendidik yandurbelulus sertifikasi.
Implikasinya pendidik bersertifikasi mempunyai kaetgnsi pedagogik maupun
profesional lebih mantap. Kalau hasil penelitiam menunjukkan adanya
perbedaan signifikan terhadap kompetensi pedagogik profesional, bagi
mereka yang bersertifikasi harus mempertahankan demningkatkannya.
Sebaliknya bila penelitian ini hasilnya tidak tgvda perbedaan signifikansi
terhadap kompetensi pedagogik dan profesional pasegasertifikasi maka perlu
upaya serius untuk meningkatkan kemampuan sesugadesertifikat profesi
yang dipegang. Bila tidak, maka kelayakan sertifikgofesi tersebut akan
dipertanyakan dan harus ditinjau ulang untuk jangé&ktu tertentu.
3. Bagi Sekolah

Sekolah akan bangga manakala guru-guru merekartigkasi, artinya
kemampuan mereka akan sangat mendukung pencapamndarsstandar
pendidikan. Dampaknya guru-guru mengajar lebih loilandingkan guru-guru
nonsertifikasi. Mereka menjadi ujung tombak kesshse sekolah. Manakala

temuan penelitian ini mendapati kondisi yang bealaan, sekolah akan menuntut
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guru-guru bersertifikasi untuk menunjukkan perulmakamampuan yang lebih
baik sebagaimana dipersyaratkan dalam sertifikasi.
4. Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) mempuntyajas
memberikan supervisi, bimbingan, arahan, saran, lEmuan teknis kepada
satuan pendidikan dasar dan menengah serta pemdidibnformal, dalam
berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikdankumencapai standar
nasional pendidikan. Dalam hal ini sertifikasi gunerupakan bagian dari upaya
penjaminan mutu, oleh karenanya evaluasi programshdilakukan terutama
menyangkut mutu hasil sertifikasi bagi pendidik &lsnya pada jenjang sekolah
dasar.
5. Bagi Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional selaku pemegmhigy atas program
sertifikasi guru dituntut untuk melakukan kajiarrhi@dap program tersebut.
Pemerintah membutuhkan gambaran mutu pendidik aebagput kebijakan ini.
Output yang baik memberikan efek simultan yang haika bagi peningkatan
kinerja individual dan terutama terhadap prestadajbr siswa. Kelangsungan
sertifikasi di tahun-tahun mendatang sangat ditemtuoleh kualitas pendidik
yang telah lulus, sehingga penyelenggara bisa mietaklangkah-langkah untuk
meningkatkan mutu output sertifkasi. Hasil peretitiini akan memberikan
informasi tingkat kompetensi pendidik sekolah dasssca sertifikasi yang dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kelaggsuopaya peningkatan

kualitas pendidik melalui program sertifikasi.
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F. Definisi Operasional

Istilah yang akan sering digunakan dalam rancapgselitian ini adalah
istilah sertifikasi guru, kompetensi pedagogik damofesional, dan tunjangan
profesi. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 dan PP7MI@AHUN 2008, dapat
dijabarkan definisi operasinal atas istilah tersebu

1. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat untuk pendidikikuguru
dan dosen. Sedangkan sertifikat itu sendiri adddakti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen agaehbtenaga
profesional.

2. Kompetens pedagogik adalahkemampuan dalam pengelolaan peserta didik
dan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai
pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologiatianseni dan budaya
yang diampunya.

3. Tunjangan Profesi adalah tambahan penghasilan yaligerikan kepada guru
yang telah memiliki sertifikat pendidik yang didean setara dengan 1 (satu)
kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan jdikdn yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau yang ediggarakan oleh

masyarakat.



